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Pemerintah Perlu Terbitkan Aturan
Detail Soal Bursa Kripto

Gubernur BI kripto
bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

BaitorFn Harins

e biois dengan vang lembar v Shutastockiiok

JAKARTA - Pemerintah perlu memperjelas aturan telnis terkait
a

Pengawas Perdagangan Berjangla Komodits Nomor 8/2021 tentang
‘Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa
Berjangka.

data yang merugikan konsumen.

Selain itu, aturan teknis tersebut akan memperjelas alur perdagangan

keipto agar pe
da. Singkat

perlindungan terhadap konsumen atau investor berjalan optimal.

Beleid dari Bappebti dinilai masih mengatur secara umumm para
ersin's

keipt jang dis
standarisasi pegayai dari pemain bursa kripto.

Menurut Disektur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

‘Bhima Yudhistira, kosistem aset kripto disebut cukup baik jika

‘meliputi, pengat jual-beli aset kript
o

ke tem kliring hingga ke peng apabila
terjads sengketa.
Di Perbappebti terbaru itu, beberapa aspek sudah dibahas. Namun,

' s kaan. Contohnya
kataryn dalazn keters

ja meng
resmi, Jakarta, Rabu (8112,

kripto int masih rendah. Apalagi kripto sifatnya cenderung volatle,
sehingga posisi aset para investor cukup rentan.

Karena ity, sambung Bhima, bentuk
- tasi aset

kripto. Lebih jau, dia menyebut lembaga yang layak menjadi

»
bukan maleh Bappebi

Karena kan aset kripto yang ada saat ini & Indonesia bentuknya

untuk investasi, bukan komoditas sebenarnya. Masak iya, ada investasi

da komoditas. Jads
pengawasannya di OJK simpulnya.

Di lain ssi, Bank Indonesia (BI) pun dinilai juga harus dilibatkan.
Sebab, secara umum aset kripto ini dikenal sebagai cryptocurrency,
walaupun di Indonesia ini belum diaku sebagai mata uang untuk
transaksi jual-beli. “Jads BI sejak awal sudah harus dilibatkan kata
Bhima,

clayalo dagangan saham, terdapat
bawah (ARB). "Karena kita tah, aset kripto ini volatilitas harganya

tingg sekali Kalau investor g
perdagangan yang baik, takutnya investor juga akan sangat dirugikan,

imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan cryptocurrency
atau mata uang kripto bukan sebagai alat pembayaran yang sah di

Indonesia.

1 Katanya dal

‘Webinar Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan
Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Jakarta, Selasa
(5/6),

Perry menjelaskan hal tersebut dilandasi Undang-Undang Dasar
maupun Undang-Undang Bank Indonesia, dan juga Undang-Undang
Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011

Komoditas. Oleh karena itu, Bank lemb:
o susnya yang Bank Indonesia, untuk
fasil maupun

alat servis jasa keuangan.

‘Apalagh yang bermitra dengan Bank Indonesis, tidak boleh
memfasilitasi atau menggunakan kripto-kripto itu sebagai
‘pembayaran ataupun alat servis jasa kevangan. tegasnya.

Senada, kepada Validnews, Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu

kripto bukan merupakan instrumen pembayaran.

Ini bukan alat peny tau mat Ini adalah

komoditas; ujarnya beberapa waktu lalu.

Karena it kripto diatur Bappepti

Ta menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan OJK. Bl serta
beberapa pemangku kepentingan lainnya.

Hingga kini terdapat 13 pedagang aset kripto yang telah mendapatian
"

dari Bappepti. L dengan Perka. terd:

‘aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesie
Perlindungan Data

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Nailul Hude sangat:

dibutublan dari praktik perdagangan kripto.

banget L
Ind k sekal,
katanya,
rdapat kasus d stor merasa
t kripto, ik
ean suadah dicari. Tepi, kalau il

pihak luar platform, ini kan yang sulit jelas Nailul.
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